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ABSTRAKS]

Ctonomi daersh elabh berdampak pacs Badan Peranaban Masiona! yang
memberiban pelayanan pada masvaraka tibidang penanahan pada umumnva apakah
akan menjadi kewenangan dacrah | Latar belakang i menjadi bahasan bagi penulis
umuk menulis skrips: dengan judul PERANAN BADAN PERTANAHAN DALAM
PEMBANGUNAN DIDAERAH MENYONGSONG OTONOMI DAERAH YAMNG
LEBITLUAS , Denpan perumusan masalah MenZenal pengurusan tanah sehelum adamg
padan pertanahan | sesudah adanya badan pertanahan beserta kewenangan . hambatan dan
solust masalab penanaban | dan kesiapan badan pertanahan sena kewenanpannyva dan
tungst kepale dacrah dalam menvoruesong otonomi daerah vang lebih luas. Pembahasan
‘ebib dititik beratkan pada peranan kelembapaan vaitu Badab Pertanahan Nasional |

[alam melakukan penelitian unuk menulis skripsi ini | penrulis menggunakan
metoce yundis sosiolymis | vaite penclitian tentang basaimana PENCTERAn peraluran
perunudang —  undanpan  tentang peranan badan peranahan  waitu  berdasarkan
newenanpEn vang  lelah ditetapkan twrsebul - Dalam pengurpulan datg | penulis
menggunakan cara penclitian kelapanzan uniuk memperaleh data primer dan penelitian
sepustakaan untuk memperoleh data sekunder | kemadian data tersebut dianalbisis secard
Lualitatd

Pelavanan pemeninlatan terhadap masalah perlanahan ine sudah ada sejak
Jatwbunea hal e terlihat pada seiarab pelayvanan dalam bidang pertanaban mular zaman
neraisan - Kerajaan di Mosantara ini, masg penjajahian kolonial Belanda dan lepang
sampal mase Kernerdekaan - Tinjausn tenane stonomi dacrzh baik menurut para ahh dan
peraturan aspek bark dan buruk vang sds pada permerinialen deseniralisasi

Pelavanan kepada masvarakat dibidang pertanaban sebelum badan pertanzhan
ada dilasaknakan olel Departernen Dalam Negri denpan pelayanan visma pendaliarn
anah yang diztr oleh Peraturan Pemerimah Neo 10 tahun 1961 Kemudian setelah
Jibentuknya Badan Pertanahan Nasional pelayanan bidang pertanshan ini dilakukan olch
wembags 1 denpan pelavanas 1erbanvak 1welap pada pendalarn 1anah tapi pada ehun
1597 dengan Peraturan Pemerintah yang bary No 24 taiun 1997 telah merobsh peraturan
vang lama tentang pendafiaran wanah ine - Kesiapan dacrah denpan kewenangan kepala
daerab dalam pelayanan pertanahan ini dimasa akan datang dan kewenangan lembaga ini
dadam otonomi daerah vang benwmbah dan berubah darn sebelumnyva

Pecubahan dan mmbahan Kewenangan vang ads pada badan perlanahan in
terutama banvak pada badan pertanahan dacrah kabupaten dan kota . Karens pada dazrah
kabupaten dan kota mlah lempat pelavanan vang langsung  Lerhubungan  denpan
masyvarakar . Dani sinilah berbagai masalah vang muncu] dan vang harus diselessikan
ik dengan meperbatki kualitas dan kuanutas personalia maupun melenckap sarana
pendukung bahbkan merevisi atau menepanti dan merubah peraturan vange sudah tidak

sosual lgo
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PENDAHULUAN

. Latar Belakang Permasalahan

Hubunpan hukum antara manusia dengan tanah di indanesia telsh lama mendapat
pethatian.  Sifar bubungan ity senantiasa berkembang menurut berkembangnva  budava
terutama oleh pengaruh sosial, polink dan ekonomi. Fuatnya sistem penguasaan tanah menurut
adar merupakan cermin dan sistem penguasiaan tanah olel masvarakat vang merupakan
cenmm dart sistem budava, dan perekoncinizn tradisional yan hidup Indonesia, 1)

Flubungan hukom i sangal erat karannva dengan aktivitas manusia dimasa lampau,
masd sckarang dan masa vang akan datang. Akbivitas manusiz dalam suaty mepara salah
satunva adalab pembangunan yang dilaksanakan secara berkesinambungan, Diatam rangka
pelaksanaan pembangunan sesuai dengan perumbuban, perkembangan dan pertambahan
penduduk di Indenesia dirasakan adanye peningkatan bebunb, penguasaan dan peneeinasn
tanah.

Dengan adanya peninghatain heluivhan, Pemfuasan dan pengeimaan ansb lerutams
untuk kepenimgan pembanpunan seperi maksud diatas inaky menimgkat pula permasalahan
vang hmbul ditndang pertanzhan Permasalaban pertanahan bukan banva saja akan tetap mga
menyangkul menzenan lugas — tueas dan kewajihan zema wewenang vang iclah dilakokan oleh
lembaga dibidang  penanahan schelwm adanya Badan Pertanahan, Dalam masa Badan
Pertanalam  Naswnal dan setelh Badan Perasalan Nasional berubal menjadt Dinas

Pertanahan dengan diberlakuk aneny: (onomi Daeralh yang lebik luas dan sehelimnyvs




Adanya pernghatan penguasaae san Penpgunasa Tanab meropakan suatn tanadz
balvas kebutuban aken ranab juga memngkar, Kebutuhan akan 1anal mi dibedakan atas dua
st vai kebutuhar gkl dan pasis Dikaakan akif karena dilakukan kegiatan mengadakan
tanal sedangkan dikatakan pasil” kama walay dibutehkan tanal vang dimaksud tapi belum
neranjak ke dalam benuk kegistan. Keperluan tanzh vang dimnaksud adalal dalam rangka
pembangunan balkan pembanounan semesta vang dilandaskan kepada GBHN. 2 )Selain 1
dalam memenuh kebutehan akan tanah ini jupa harus mempechatikan peraturan lainnya yang
mengatur masalah pertanahan i

Scjak duetapkannys hukum agraria nasional pada tanpeal 24 Sepiember 1960 dalam
Unddamy - Undang Pokok Apgrana Noo £ tzhun 1960, maka berakburlal dualime hokum di
midang agraria vang lama dipandang sebagal wansan kolonial yang tidak menjamin kepastian
aukurm bag rakvat ash. Penghapusan aneka wama hukum dibidang agrana ini harus dipant
dengan kesatwan hukum vang sesuai dengan keinginan rakvat sebpai bangsa yang saty sesuai
Senpan kepeabmgan perekonomian

Mamun  demikian  dualisme  badan vang  berwenang  dalam  penvelesaian  masalsh
peranaban sebelem adanva Badan Pertanahan Masional masih merupakan sua kendala
[imana penanganan massgiah pertanahan disatu pilak dikelola oleh Direktoral Jenderal Agraria
vang merupakan merupakan bahagan dar Departemen Dalam Mepen . Scdangkan dipthak Jam
dikelola elely Pemenntah Dacrah ditiap Propinsi vang juga yang juga dibawah Departemen
Dalam Megen. Umnk mengurang duahisme lembaps vang berwenang menangam masalah
penanahan e maka Pemenntah beomsatf antuk memientok badan khusus,

Diengan keppres No o 26 1abun 1988 temang Badan Pemanalian Nasional, maka

chibentuklah badan kKhusus vang akan menangam aau yang berwenanz  dalam masalah

£l botn Gaimoenha, Masalie Pedpsahes Delern Fembanunan, Swnar Grafic (585, hal 23



Pertanshan. Dibentuknve Badan Peranaban ersebar 1ol mengurang dualsme admimsinas
nertansian, Badan Perianshan un dikepals oleh seamang Mentent vang berangpung jawab
lamgsuny kepada presiden dengan tugas dan wewenang hampis sama dengan Dicjen Aprana.

setelah peruangan reformas; vang dimeton alell mahasiswa berhasil meermatidib e
pemenntahan orde baru maka terjadilal perehihan vang saneat meneolok ving dimular pada
pemermtahan transisi habibie vang ditanda hanvakova dikelurkan peratran ban dengan
menghapuskan peraturan lama vang dianggap tdak aspiracil ki maupun merabah selabiagian
peraturan lama vang masih aspiranf Diamaranya adalzh keluamya Undang — Undang Mo, 22
tabun 1999 tentang Pemerintshzn Daerah yang berart Undang — Undang No.5 mhun 1974
tdak berlaku lagi, (htomami vang akan dierapkan oleh Undang — undang bara ini lebih lyzs
dant wndang — undang yvang lama. Diengan kalz lain wewenang pemeriniahan daerah yang
mengatar rumah tangganya lebdh loas dan yang sebelumnya yang dititikberatkan pada dperah
tnzkat 11 vaiiu kota dan kabupsien

Menure: Peraturan Pemerintah Momaor 25 talan 2000 tentang Kewenangan Pemenntah
dan Kewenangan Propinsi Sebapai Daerah Ownom ada beberapa kewenangan pemerintaly
dalam bidang pertanahan vang termasyk kewenangan lain dard pemerintah vaity

a. Penetapan persyaratan pemberian bak — hak atas tnal

I Penetepan persyaratan landreform

e Penetepan standar adnunizstrasi peranahan.

d. Penctapen pedoman pembravaan pelavanan peranahan

v Penctzpan Keranghka  Dasar Kadasual Nasional  dan pelabsanzan penpukoran

Rerangka Dasar Kadasiral Nasional Orde [ dar 1.
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sebelum Presiden Abdurrahman Wahid  memjadi Presiden. adimumstras g
dilaksanakan oleh BPN ( Tadan Pertanahan Nasional 3 Namun setefah Behau inenjabas
Presiden, jabatan Menten MNezura Aorarg Repala Badan  Peranshan Masional
ditiadakan dalpm kabine! Persaiean MNastonal  Bersamann dengan e Presiden Tz
menghapuskan atau membuobarkan belerapa Departemen latnnya dalam rangka otonomi
dan efisicnsi sepenti Departemen Sosial dan Depanemen Penerangsn dan dilai pihak
membenuk Departemen baru beserts Lembaga Pemerintah Mo Departiemen bany
laimnva

setelah jabatan Menter Mepara Agrara ¢ Kepala Badan Pertanaban Masional
dihapus dalam Kabinel Persatuan Masional kemudian Presiden menempatkan Badan
Pertanahan Nasional dibawah koordinator Menko Eluin { Menteri Koordingtor
Ekonami Kewangan dan Indusisi L3 0 Mamun keadaan itu tidak bertangsung lamg,
rarena beberapa wakiu kemudian Presiclen mengelusrkan BPN dari koordizator Menko
Ekuin sebagaimana vang diatur alch Sepres Momor 135 tahun 1909 tentang ~edudukan,
Tugas, Fungsi, Susunan Crraanisasi, dan Tats Kerja Menieri Megara Kordinaioe

Menurul salah seorang pegawai BPN. keluamya BPN dari koordinatar Menka
EXuin dikarenakan keluarnya Kepres bary vaitd Kepres Moo 154 ahun 1999 Cralam
hepres tersebut dinyatakan bahos Repala Badan Pedanshan Nasional dijabatl cleh
Menten Dalam Neger:, scdangkan pelaksanzan tugas adalah Wakil dan nantinya BPM
akan menjads Dinas di daerah seiclak clonomi dilaksarakan - 6 | Namun sampas ngdisan

i drbuat penuls belum menemukan Kepres im



2. Mevumuosan Masalah
Berdasarikan latar belakane maszalah vane 1elah duraikan tadi, duvama erjadingg eviolis
admimstras: dibidang pertanahan iy secara berangsuer - angsur berobal kearah pelavanan.
kepastian hukum vang lebil baik dan sebelumnya vang lebih melindungi hak-hak rakyatl atas
tanah, Maka penulis melihat ada leberapa permasalahan vang menark unfuk dibahas, Masalah
vang mem dibahas dan diteli hanyva terbatas pada beberapa pokok persoalan saja vaitn proses
pengurnsan tanah vang dilakukan oleh masvarakal maupon pemerintah schelun adanya BPN,
dunana BDPN dan selelah berlakunya Undang — undang No. 27 @l (999 schagaimana uraian
T
I Bapannana proses penpumsan perlanahan sebelum adanyva Badan Pertanalan Maszional
2. Bagaimana proses pelaksanaan tugas dan wewenang Radan Pertanahan Nasional
A Bagaimang  peranan dan kesiapan Badan Pertanabian Masiona] dalam  menyongsong
Cionomi Dastah vang lebik has sere kenddala dan tantangan vang mungkin akan
dilizdap.
3. Tujuzn Penclitian
Penelitian vapg dilakukan 1atLan wrlepas danruzng lingkup permasalahsn vang diatas
Drart perumnsan masalah distas skan terbavang apa saya vang skan diteliti sertq tujnan vang ingin
dicapar. Berdasarkan perumusan masalal i maka penelition i bertujuan wiluk
L Menpetalini proses pengurusan masalah pertanahan i schelum BPN ads, ket masih

paca Dijen Aprana dibawah Dlepamtemen Dalam Meyr
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tengetabin proses pelaksanaan tugas dan wewenang vang dilakukan dalan masainh

pertanaban aleh BPM



BAB 11
PERANANAN BADAN PERTANAHAN DALAM
PEMBANGUNAN DIDAERAH MENYONGSONG
OTONOM DAERAH YANG LEBIH LUAS

1. PENGURUSAN TANAI SEBELUM BADAN
PERTANAHAN NASIONAL

sebelum adanva Badan Penanaban  Masional permasalahan dibidang
pertanshan e divrus oleh Direktorat Jendral - Agraria Departernen Dalam Mepri
- Aparat Agraria pada saat it merupakan aparat teknis dar Mentri Dalam MNegn
ditmpkat pusat dan Gubernur Kepalz Daoerah di tngkat daerah | Dalam seriap
Surat Keputusan Pemberian  Hak (SKPH) vang dikeluarkan oleh aparat Agraria
ditmgkan pusat selaly atas nama Mentn Dalam Megn (untuk luas tertentu jdan
ditingkat daeran selalu pias nama Gubernur Kepala Daerah {untuk luas tertentu
lamnyal Jusa setiap permohonan hak selaly kepada Menin Dalam Mean eq
kepala Direktoral Jendral Agrana (umuk luas tertentu jdan ditingkat dacrah

kepada Gubernur Kepala Daerah oy mepala Dirckonm Jendral Aprara |

Hal tersebut disebabkan oleh karena aparat agraria hanva sebagai petugas
lekmis vane dalam senap verakan iova selaly atas nama NANE  PURYE Wewenang
vatly Meprn Dalam Megrt ditmpkat pusat dan Gubemur koepala Dacrah ditngkar
daerah | bemitu seterussea ditingkar Kabupaten | rootamadva | Schelwm lahirmva
Badan Perianahan Nasional | tugas dan kewenangan i ads pada Mentn Dalam
Megn o Secaman tupas dan kewenangan  tersebut pelaksanaanya dilimpahkan
kepadz apars pemenniah pusal vane ads dideersh -daersh  dalam ranzhi

dekonsenirzs pemermiaban vanu Lapnda



BAB IV

PENUTUP

I hesimprlan

menjads perhiatian penulis dan merupakan kestmpulan dari urian vang telah

dibahas pada bab — bab sebelum ini . vaity ¢

A Tentang Proses Pengurusan Tanah sebelum ads BFN

Pengaturan dalam bidang  pertanahan keagrariazn sebelum adanya
badan Pertanshan Nasional elah mengalami cvolusi baik dart sepl peralurannva

maupun Lembapa vang mempunyai kewenanpan dibidang  pertanahan

keaprarizan | Sefasm hukum ada yang mengatur wntang hak olavat bagi suaty
kelompok masvarakat hukom  adas diwilavah Indonesia | pada bagian lain pada

zaman keragaan - kerajaan di Mosantara in 12lah ada YHENY Mempunyval keltentuan

tentany pertanahan  keagrasiaan ini . Sebelum adanya Badan Perianahan Nasional

- Penguiusan atau kongkrinyn pendaliatan tanah baerdasarkan Peraiuran

Pemernmiah Moo 10 w@han 196]

B Pelaksanapn Kewenanzan BPN -

I Badan Pertanahan MNasional adalah suztn lembaga pemerniniaban non
ceparternen vang berada dibawah dan Benangeuns javweh larzsung kepads
Presiden dan dipimpin oleh seorany kepala {saal penehiiian dilakukan
Bermugas  membantu Presiden  dalam mengeloly dan mengembanzkan
sdministrasi pertanahan haik berdasarkan Undang - undang Pokok Aprana

mavpun peraluran perundang — undangan lainn
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Dari uraian tulisan pada hab - bab terdahuly ads beberapa hal vang bisa
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